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BAB II  

 TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA 

1.1. Pengertian Tindak Pidana  

 Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal 

dalam hukum pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit 

terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan 

dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau 

boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan 

perbuatan. 1 

 Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum 

pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa 

diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau 

perbuatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti 

yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.2 

 Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan 

tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan 

sengaja ataupun tidak sengaja oleh undang-undang hukum 

pidana telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.  

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai 

                                                             
1 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm.69 
2 Sudikno Mertokusum, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999,Hlm.10 
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ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa 

melanggar larangan tersebut.3 

 Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan 

mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu 

perbuatan yang oleh suatu atruran hukum pidana dilarang dan 

diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut. 

 Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak 

Pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang 

yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata 

usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang 

ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. 4 

 Menurut  Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan 

manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-

undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan 

ancaman pidana.  

 Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang 

dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. 

Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht 

                                                             
3 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.35 
4 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 
Universitas Lampung, 2009, Hlm70 
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(WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda 

Nv.SNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud 

dengan strafbaar feit itu. 

 Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk 

memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini 

belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah 

strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia 

telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak 

pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa 

memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud 

dengan perktaan strafbaar feit tersebut.  

 Untuk memberi gambaran secara jelas tentang 

pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis 

kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut 

ini : 

 Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara 

teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma 

(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun 

tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” 

atau sebagai de normovertrding (vestoring der rechtsorde), 
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waran de overtreder schuld heft en warvan de bestraffing dienstig 

is voor de handhaving der rechts orde en de benhartingining van 

het algemeen welzijn”. 5 

 Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang 

pengertian tindak pidana (straafrechtfeit), juga diatur dalam asas 

hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of 

legality) atau dalam Bahasa latin sering disebut dengan “Nullum 

Delictum Noella Poena Sine Praveia Lege Poenali”, adalah 

“Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-

undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur 

dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan 

pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut”. 

 Akan tetapi, Simons telah merumuskan “strafbaar feit” itu 

sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang 

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang 

oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 

yang dapat dihukum”.  

                                                             
5 P.A.F.Lamintang, Op,. cit, Hlm 185 
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 Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas 

adalah karena :6 

 1. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan 

bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun 

yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana 

pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban 

semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 

yang dapat dihukum.  

 2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka 

tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari 

delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.  

 3. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap 

larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, 

pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan 

hukum atau merupakan suatu “onrechmatige 

handeling”. 

 Van Hammel merumuskan sebagai berikut “strafbaar feit 

adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan 

dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 

(starfwarding) dan dilakukan dengan kesalahan”.7 Van Hattum, 

                                                             
6 Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.30 Wib. 
7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm.33 

http://www.pengantarhukum.com/
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mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat 

dipisahkan dari orang telah melakukan tindakan tersebut. 

Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti voor straf in 

aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai 

arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar 

feit seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum 

Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu 

“tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu 

membuat sesorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit 

terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”.8 

 Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang 

berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang 

menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai 

“perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang 

dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang 

setepat-tepatnya” atau sebagai “de weglating van een zinsdeel, 

dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt 

geacht”.  

 Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam 

perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek 

                                                             
8 Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.30 Wib 

http://www.pengantarhukum.com/
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daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak memujuk kepada hal 

yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan 

keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan 

perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-

gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal 

dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan 

juga sering diapakai “ditindak”. 

 Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang 

melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan 

dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan 

atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh Undang-

Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki 

oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif 

maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas 

keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda 

Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum 

dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik 

secara formal maupun secara materiil”. 9 

 Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak 

pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain : 

                                                             
9 Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bnadung, 1984, Hlm 37 
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 a. Orang yang melakukan (dader plagen) 

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan 

tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.  

 b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) 

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan 

paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang 

melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi 

bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, 

akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang 

merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.  

 c. Orang yang turut melakukan (mede plagen) 

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-

sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) 

orang untuk melakukan tindak pidana yaitu dader 

plagen dan mede plagen. 

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau 

penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjajian, 

memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk 

orang pihak lain untuk melakukan tindak pidana. 

  Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 

(dua) macam, yaitu sebagai berikut : 

  a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. 
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b. Orang yang melanggar larangan itu. 

 Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, 

maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan 

pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, 

maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.  

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat 

dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif 

dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur 

subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 

atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk 

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam 

hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana 

adalah:10 

1. Kesenjangan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpo)  

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 

poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) 

KUHP. 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 

terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan 

                                                             
10 Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.30 Wib 

http://www.pengantarhukum.com/
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pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-

lain. 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte road 

seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan 

pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. 

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain 

terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut 

Pasal 308 KUHP. 

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif 

adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif 

dari suatu tindakan pidana itu adalah :11 

1. Sifat melanggar hukum atau  wederrechtelijkheid  

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai 

seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan 

menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai 

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” 

di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. 

                                                             
11 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 
22 
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3. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan 

sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 

berikut. 

Perlu kita ingat bahwa unsur weederrechtelijk itu harus 

dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, 

walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah 

dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang 

bersangkutan. 

1.2. Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana juga bisa dikatakan sebagai delik yang 

merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh seseorang 

atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka pelaku 

bisa dikenakan sanksi atau hukuman dikarenakan sudah 

melanggar aturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam tindak 

pidana tersebut dibagi menjadi beberapa jenis-jenis tindak 

pidana. 

1. Kejahatan dan Pelanggaran  

Jenis-jenis tindak pidana yang selanjutnya adalah 

kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan tindakan 

atau perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, hal ini 

terlepas mengenai apakah tindakan tersebut diancam pidana 

dalam Undang-Undang atau tidak. Jadi kejahatan bisa 
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dirasakan oleh masyarakat sendiri bahwa tindakan tersebut 

melanggar keadilan. Contohnya pencurian dan pembunuhan.  

Sedangkan untuk perbuatan pelanggaran adalah 

perbuatan yang baru saja disadari oleh masyarakat bahwa 

tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana. Contohnya 

seperti mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan 

kelengkapan berkendara termasuk dalam jenis pelanggaran. 

2. Delik Dolus dan Delik Culpa 

Jenis-jenis tindak pidana selanjutnya adalah mengenai 

delik dolus dan delik culpa. Delik dolus sendiri merupakan 

perbuatan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. 

Salah satu contohnya seperti yang ada dalam pasal 187, 197, 

245, 338, 310, dan 263 KUHP. 

Sedangkan untuk delik culpa merupakan tindak pidana 

yang dilakukan namun tanpa ada unsur kesengajaan atau bisa 

dikatakan sebagai tindak pidana yang tidak sengaja dilakukan. 

Contohnya seperti dalam pasal 231 ayat (4), 195, 203, 201, 197, 

360 dan 359 KUHP. 

3. Delik Tunggal dan Delik Berganda  

Dalam jenis-jenis tindak pidana, delik tunggal merupakan 

tindak pidana yang cukup dilakukan 1 kali saja. Namun berbeda 

dengan delik berganda yang dilakukan dalam beberapa kali 
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perbuatan contohnya seperti tindakan penadahan sebagai 

kebiasaan yang ada dalam pasal 481 KUHP. 

4. Tindak Pidana Pencucian Uang 

  Jenis-jenis tindak pidana khusus ini bisa dikatakan tindak 

pidana baru dalam hukum pidana Indonesia yang selain 

mengancam sistem keuangan dan stabilitas ekonomi juga 

membahayakan kehidupan bermasyarakat. Tindakan 

pencucian uang ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

2010. 

5. Tindak Pidana Korupsi  

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan 

hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau 

orang lain sehingga merugikan keuangan negara. Dalam hal ini 

diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dan UU No 31 

Tahun 1999. 

6. Tindak Pidana Terorisme 

Jenis tindak pidana yang merupakan aktivitas yang 

melibatkan unsur kekerasan atau yang lainnya yang melanggar 

hukum pidana hingga menyebabkan bahaya untuk penduduk 

sipil. 

7. Tindak Pidana Narkotika  
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Tindak pidana narkotika secara legal hanya untuk 

kebutuhan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Sedangkan 

selain itu bisa dikatakan hal yang illegal dan bisa dikenai sanksi 

sesuai dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. 

8. Tindak Pidana Psikotropika  

Tindak pidana psikotropika yang sering disalahgunakan 

yang dalam hal ini sudah diatur pada Undang-Undang No. 5 

Tahun 1997. 

9.  Tindak Pidana Pornografi  

Merupakan tindakan yang bisa merusak norma kesusilaan 

sehingga ada aturan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 

2008 yang mengatur mengenai hal tersebut.  

Jenis tindak pidana yang dalam hal ini lebih sering terjadi 

di lingkungan sekitar seperti : 

1. Penganiayaan dan Pengeroyokan 

2. Pencemaran Nama Baik 

3. Pembunuhan  

4. Pidana Pencabulan  

5. Pencurian dan Perampokan 

6. Kecelakaan  

7. Perjudian  
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8. Perusakan Barang atau Benda 

9. Penadahan  

10. Perselingkuhan dan Nikah Siri 

11.  Dan yang lainnya12 

1.3. Pasal 340 KUHP 

Pasal 340 KUHP, Delik Pembunuhan Berencana yang 

Didakwakan ke Ferdy Sambo. “Unsur direncanakan terlebih 

dahulu” maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh 

dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat 

untuk dengan tenang memikirkan cara bagaimana pembunuhan 

itu akan dilakukan.”  

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih 

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 

lama dua puluh tahun,” bunyi pasal 340 KUHP. 

Sebagaimana diketahui dari bunyi pasal 340 KUHP 

tersebut, sejatinya terdapat beberapa unsur didalamnya, yakni :  

1. Barangsiapa 

                                                             
12 https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-
indonesia/ 
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Menurut S.R Sianturi dalam bukunya “ Asas-asas 

Hukum Pidana dan Penerapannya”, unsur barang 

siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap 

orang sebagai subjek yang melakukan tindak pidana. 

Yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini 

mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat 

menjadi subjek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang 

terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan 

suatu tindak pidana dan pada saat melakukan 

perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung 

jawab menurut hukum.  

2. Sengaja  

Menurut Andi Sofyan dan Nur Aziza dalam bukunya 

“Hukum Pidana”, unsur sengaja dalam hal ini dapat 

diartikan sebagai kehendak yang diwujudkan dengan 

perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut 

dapat diketahui akibat yang akan ditimbulaknnya. 

Gradasi bentuk kesengajaan atau tingkatan 

kesengajaan da tiga yakni :  

a. Sengaja sebagai niat/maksud/tujuan  
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(opzet als oogmerk), berarti apabila perbuatan 

yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah 

memang menjadi tujuan pembuat. 

b. Sengaja insyaf akan kepastian  

(opzet bij zekeheids of noodzakelijkheids 

bewustzjin), berarti apabila perbuatan yang 

dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah 

yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat 

yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan 

atau terjadinya akibat tertentu. 

c. Sengaja insyaf akan kemungkinan/ dolus 

eventualis  

(opzet bij mogelijkheidsbewustzij of voorwaardelijk 

opzet of dolus eventualis), berarti apabila dengan 

dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu 

akibat yang dituju itu maka disadari adanya 

kemungkinan akan timbulnya akibat lain.  

3. Dengan rencana terlebih dahulu  

Menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 

menjelaskan unsur “direncanakan terlebih dahulu” 



35 
 

maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh 

dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si 

pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya 

dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan. 

Sedangkan, Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya 

“Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya”, Inti dari 

pasal 340 KUHP yaitu dengan rencana terlebih dahulu 

diapndang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang 

cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang 

dan kemudian menetukan waktu, tempat, cara atau 

alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk 

pembunuhan tersebut. Kemudian, hal tersebut dapat 

juga telah terpikirkan oleh si pelaku bahwa akibat dari 

pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga 

orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa 

dialah pembunuhnya.  

4. Merampas nyawa orang lain  

Menurut Endah Tresyani dalam tulisannya 

“Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana di Persidangan oleh 

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta”, unsur 

merampas nyawa orang lain ini dapat diartikan 
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sebagai tujuan atau maksud dari unsur sebelumnya 

yakni unsur sengaja. Sehingga, unsur menghilangkan 

nyawa orang lain merupakan maksud dari perbuatan 

yang dilakukan oleh pelaku tersebut benar-benar 

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.  

Penyuruh tindak pidana dapat pula dijerat pidana. 

Sebagaimana diketahui, bukti Closed Circuit Television 

yang dirilis Komnas Hak Aasasi Manusia beberapa waktu lalu 

serta hasil penyidikan kepolisian menunjukkan bahwa Ferdy 

Sambo dalam kasus ini tidak bertindak langsung dalam 

pembunuhan ini, melainkan sebagai penyuruh. 

Mengacu pada pasal 55 KUHP, maka sejatinya penyuruh 

suatu tindak pembunuhan juga dapat dijerat pidana atas hal yang 

dilakukannya.  

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang 

melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan 

perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjajikan 

sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 

dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi 
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kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan 

orang lain agar melakukan perbuatan,” bunyi pasal 55 KUHP. 

Istilah dalam delik pasal ini disebut sebagai medepleger. 

Menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 

Demi Pasal”, yang dimaksud dengan ‘orang yang turut 

melakukan’ adalah medepleger.  

Medepleger merupakan orang yang secara sengaja turut 

serta berbuat atau mengajarkan suatu kejahatan. Syarat-syarat 

adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang 

dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang. 13 

1.4. PP 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri 

Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-

sungguh terhadap peraturan disiplin. Peraturan Disiplin Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian 

norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara 

tata tertib kehidupan anggota. Pelanggaran Peraturan Disiplin 

adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota POLRI yang 

melanggar peraturan disiplin. Disiplin Polri diatur dengan 

                                                             
13 https://kliklegal.com/pasal-340-kuhp-delik-pembunuhan-berencana-yang-didakwakan-ke-ferdy-
sambo/ 
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Peraturan Pemerintah yaitu PP 2 tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Polri.  

Peraturan Pemerintahan Nomor 2 tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Polri merupakan pelaksanaan 

amanat UU Polri yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Peraturan Disiplin.  

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat 

kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan 

sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kredibilitas dan 

komitmen anggota POLRI adalah sebagai pejabat negara yang 

diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan 

pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara 

keamanan.  

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan 

mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankum 

wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan 

pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan 

haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, 

sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.  

PP 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri 

ini mengatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan 

larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan 

pelanggaran disiplin. Serta dalam Peraturan Pemerintah ini 

diatur pula tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman 

disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Anggota 

POLRI yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas 

hukuman disiplin.  

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Polri ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 1 Januari 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.  

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Polri ditempatkan pada Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2. Penjelasan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Polri ditempatkan pada Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4526. Agar setiap 

orang mengetahuinya.  

Pertimbangan PP 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Polri adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Dasar hukum PP 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Polri adalah : 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, 

Tambahan Lmebaran Negara Nomor 4168) : 

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam 

rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya 

organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas 

organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata 
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tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, 

wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut.  

Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang 

berkumpul dan bebas bertindak semuanya, oragnisasi harus 

punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun 

bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. 

Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi 

dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang. 

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang 

punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan 

tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun 

kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin, namun 

disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai 

aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi 

terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpeng tindih antara 

berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang 

tumpeng tindih tersebut.  

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat 

kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota 



42 
 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan 

sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan 

peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara 

kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas 

dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan 

kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan 

masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.  

Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung 

mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecendurangan 

penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut 

(abuse of power). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus 

didasarkan pada persetujuan/kesadaran daripada rasa takut, dan 

didasarkan kepada komitmen daripada loyatitas.  

Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan 

pribadi dan kehidupan di pekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat 

akan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 

semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal 

waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan 
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identitas dua puluh empat jam terus menerus. Seorang anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang tidak 

bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap 

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu 

peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia selaku pribadi dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Perubahan situasi ketatanegaraan yang menyebabkan 

peraturan disiplin yang dipergunakan selama ini tidak sesuai lagi 

dengan tuntutan perkembangan, maka dirasa perlu untuk 

menyusun Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dengan tetap menekankan akan pentingnya 

pemajuan dan penghormatan akan hak asasi manusia.  

Untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, 

ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan 

kultur baru sesuai tuntutan reformasi, anatara lain diperlukan 

adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, 

larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau 

larangan dilanggar. 
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Dalam Peraturan pemerintah ini diatur dengan jelas 

kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh 

dilanggar oleh setiap Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.  

Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur 

pula tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman 

didiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman 

disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang 

dijatuhkan kepadanya. 

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan 

mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankum 

wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan 

pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan 

haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, 

sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.  

Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau 

hukuman disiplin, hendaknya para Ankum harus pula 

mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional 
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anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar 

disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan 

yang berlebihan dan tidak proposional, yang punya dampak 

merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 

umumnya.  

Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik 

mungkin, namun keberhasilan penerapnnya akan ditemukan oleh 

komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat 

pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan 

harapan warga masyarakat. 

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 

2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, PERATURAN 

PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

Pasal 1, Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 

dengan : 
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1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 

pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-

sungguh terhadap peraturan disiplin anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk 

membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata 

tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

4. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, 

atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. 

5. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan 

dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang 

dijatuhkan secara langsung kepada anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 

oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang 

Disiplin.  
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7. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu 

jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

telah melakukan pelanggaran disiplin dengan 

menempatkan terhukum dalam tempat khusus. 

8. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan 

memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

9. Atasan adalah setiap anggota Kepolsian Negara 

Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau 

jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada 

anggota Kepolisian Negara Republik Indoensia yang 

lain. 

10.  Atasan langsung adalah anggota Kepolisian Negara 

Republik Indoenesia yang karena jabatannya 

mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan 

yang dipimpinnya. 

11.  Atasan tidak langsung adalah setiap anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak 

mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan. 
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12.  Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya 

lebih rendah dari Atasan. 

13.  Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya 

disingkat Ankum, adalah atasan yang karena 

jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman 

disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. 

14.  Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum. 

15.  Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang bertugas membantu 

pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin 

serta memelihara tata tertib kehidupan anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

16.  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

penanggung jawab penyelenggaraan fungsi 

kepolisian.  

Pasal 2,  Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi :  

a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indoensia, dan  
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b. Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

c. Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang 

menjalani pidana penjara. 

Pasal 3, Dalam rangka kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

wajib :  

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Negara, dan Pemerintah; 

b. Mengutamakan kepentingan negara di atas 

kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari 

segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan 

negara; 

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, 

Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik 

Indoensia; 

d. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan 

dengan sebaik-baiknya; 
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e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama; 

f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan 

maupun yang berlaku secara umum; 

h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui 

ada hal yang dapat membahayakan dan/atau 

merugikan negara/ pemerintah; 

i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap 

masyarakat; 

j. Berpakaian rapi dan pantas.14 

 

                                                             
14 https://www.jogloabang.com/hukum/pp-2-2003-peraturan-disiplin-anggota-polri 


